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BUPATI MUARA ENIM 

PROVINSI SUMATERA SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM 

NOMOR 38 TAHUN 2017 
 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2016  

TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS  BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, 

PIMPINAN / ANGGOTA   DPRD,  PEGAWAI    NEGERI   SIPIL,  

PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN.  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MUARA ENIM, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi 

perangkat daerah perlu menetapkan pedoman penganggaran 

perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap di lingkup              

Pemerintah Kabupaten Muara Enim. 

  b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Peraturan Bupati nomor 24 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, 

Pimpinan/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak 

Tetap dan Pihak Lain. 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan 

Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, 

Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor                

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
 

 

 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapakali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 
 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 

tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, 

Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap ; 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pedapatan dan 

Belanja Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 874); 
 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 

2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2015 

Nomor 10). 

 
 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, 

PIMPINAN/ANGGOTA DPRD, PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI 

TIDAK TETAP DAN PIHAK LAIN. 
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Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 

tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan 

/Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak 

Lain ( Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomor 24) 

diubah sebagai berikut : 

 

Diantara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) Pasal, yaitu Pasal 17A, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 17A 

 

Biaya perjalanan dinas bagi Pegawai Tidak Tetap dianggarkan dalam 

kegiatan yang sama dengan biaya upah tenaga kerja pegawai tidak tetap 

tersebut dianggarkan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017. 

 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Muara Enim. 

 

Ditetapkan    di    Muara   Enim 

pada tanggal  31 Agustus 2017 
 

BUPATI MUARA ENIM 

(Cap/ttd) 

MUZAKIR SAI SOHAR 

 

Diundangkan di Muara Enim 

pada tanggal 31 Agustus 2017 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN MUARA ENIM 

(Cap/ttd) 

HASANUDIN 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2016 NOMOR 38 

 

 

Salinan sesuai dengan aslinya  
Mengetahui, 
Kepala Bagian Hukum Setda 
(Cap/ttd) 
M. Zulfachri Andri, SH.MH 
 


